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WALIKOTA SUNGAI PENUH

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan
bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling
tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara
telekomunikasi, bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka
Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh di  Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4871);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam
rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1
(satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi pengendalian
menara telekomunikasi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya
penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.



(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional
yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian
menara telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Dihapus.

(2) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar
Rp. 2.767.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
Per menara per tahun.

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Juni 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,
ttd
H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
7 “KOTA SUNGAI PENUH,

/A

" MUNASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 6;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 6, 31/2019;



L.

II.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-XII/2014 menyatakan bahwa
penjelasan Pasal 124 Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penjelasan Pasal tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian berdasarkan surat
Kementerian Keuangan Nomor S-209/Pk.3/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka
perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal demi Pasal
Pasal I
Angka 1
Cukup Jelas

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cara menghitung tarif retribusi, yaitu:

Jumlah menara telekomunikasi : 18
Rencana kegiatan kunjungan pengawasan : 2x
Total kunjungan/kegiatan :18x2 = 36

Kunjungan/kegiatan
Kemampuan kegiatan
Maka dibutuhkan hari kegiatan

: 3 menara per hari
: 36 : 3 =12 hari

Deskripsi Jumlah | Satuan hari Biaya (Rp) Total (Rp)
Transportasi 1 Tim 12 Hari 2.000.000,- | 24.000.000,-
Uang Harian 3 Orang 12 Hari 550.000,- | 19.800.000,-
ATK 1 Tahun 6.000.000,- 6.000.000,-
Total biaya operasional per tahun 49.800.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 18 Menara 2.766.667,-
Tarif Retribusi Pengandalian Menara Telekomunikasi 2.767.000,-
(pembulatan)




Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal I1
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 38



